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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tindakan korupsi di masa sekarang kian berkembang karena munculnya 

praktikiibaru yang mencoba mengoptimalkan celah atau kekurangan dari berbagai 

konstitusi yang berlaku. Sangat dibenarkan untuk memberikan hadiah jika 

seseorang memberikanihadiah atau hibahikepada orang lain. Namun, apabila 

pemberian itu dimaksudkan dalam rangka memperlancar aksi atau mengotak-atik 

keputusan yang akan ditetapkan, pemberian itu tidak hanya merupakan ucapan 

selamat atau tanda terima kasih; itu adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan 

lain dari pejabat atauiipemeriksa yang akaniimempengaruhiiiindependensi, 

integritas, dan objektivitasnya, dan hal tersebuit tergolong ke dalam kategori 

gratifikasi. Tidak jarangipegawai negeri,ipejabat, penyelenggarainegara, dan 

pelayan negara yang berharap menerima penghargaan atas pelayanan yang mereka 

berikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada uang pelicin atau uang jasa, 

terkadang pelayanan baru diberikan. 

Gratifikasi dapat bersifat positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah 

ketika seseorang memberikan hadiah kepada seseorang dengan tulus dan tanpa 

pamrih, seperti dalam bentuk "tanda kasih" dan tidak mengharapkaniiibalasan. 

Gratifikasi negatif adalah ketika seseorang memberikan hadiah kepada seseorang 

dengan pamrih dan tidak mengharapkan balasan. Karena adanya interaksi antar 

kepentingan, pemberianijenis ini telahimembudaya di industri pengusaha dan 

birokrat. 

Sangat umum bagi orang untuk mengucapkan terima kasih kepada petugas 

atas jasa mereka dengan memberikan barang atau uang sebagai tanda terima kasih. 

Kebiasaan ini dapat berkembang menjadi kebiasaan yang tidak baik dan berpotensi 

memicu perbuatan korupsi di kemudian hari. Peraturan undang-undang dibuat 

untuk mencegah kemungkinan korupsi ini.1 

                                                           
 

1 DoniiMuhardiansyah dkk.,  Buku Saku MemahamiiGratifikasi, (Jakarta: Komisi 

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Repulik Indonesia, 2010). Hlm. 4. 
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Masyarakat mulaipmengenalpistilah gratifikasi sejakpdisahkannya 

Undang-UndangpNomor 20 Tahunp2001 tentangpperubahan atas Undang-Undang 

Nomorii31 Tahun 1999 tentangpPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Meskipunpundang-undang tersebut telahpdisahkan sejak kurang lebih dua belas 

tahunpyang lalu, konsep gratifikasi sendiripmasih dianggap baru bagi masyarakat 

dan sering dianggappsebagai hal yangpbertabrakan denganibudaya saling memberi 

di masyarakat. Karena gratifikasi merupakanlketentuan baruidalam undang-undang 

dan membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, hal ini menjadi perhatian khusus 

dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengertianlgratifikasi terdapat pada 

penjelasan Pasal 12 B ayat (1)lUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-UndanglNomor 20 Tahunl2001 bahwa:  

Yangioodimaksudi dengan gratifikasi dalamikayat ini adalah 

Pemberianldalam arti luas, yakni meliputiipemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjamanltanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi 

tersebut baik yangikditerima di dalam negeri maupunikdi luaronegeri dan 

yangidilakukan denganiklmenggunakanillsarana elektronik atau tanpa 

saranaielektronik. 

Penjelasan Pasalii12 B Ayat (1) menunjukkan bahwa definisi gratifikasi 

hanya terdiri dari kalimat "pemberianiidalam arti luas", dan kalimat "bentuk-

bentukivgratifikasi", yang menunjukkan bahwa artinya netral, tidak memiliki 

makna yang buruk atau buruk. Gratifikasi yang tidak memenuhi jenis-jenis yang 

disebutkan dalam Pasal 12 B bertentangan dengan hukum. Dengan 

menghubungkan penjelasan ini dengan rumusan Pasal 12 B, hal ini dapat dipahami. 

Menurut rumusan dalam Pasal 12 B, "setiap gratifikasiikepada pegawai 

negeriiiatau penyelenggaraiNegara dianggap sebagai pemberian suap, 

apabilaiberhubungan dengan jabatannyaidan yang berlawananidengan kewajiban 

dan tugasnya." Ini terutama berlaku jika hadiah tersebut diberikan kepada 

seorangipenyelenggara Negara atauipegawai negeri dari negarailain.  

Gratifikasi atau hadiah adalah praktik korupsi yang sangat tua. Budaya ini 

tidak hanya ada di zaman kenabian, khususnyaiipada awal perkembangan 



 

 

3 

peradaban Islam. Tetapi juga ada di zaman pemerintahan modern seperti saat ini. 

Di suatu kesempatan, sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Daud RA2 bahwa Nabi 

SAW bersabda:  

"مَنِ اسْتعَْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فمََا أخََذَ بعَْدَ ذلَِكَ فهَُوَ غُلوُْل    

“Siapa saja yang aku angkat sebagai pekerja dalam suatu jabatan kemudian 

aku berikan gaji, makaisesuatu yang diterima diluar gajinya adalah harta 

khianat.” 

Islam lebih familiar dengan istilah “risywah”, menurutiIbrahim Anis 

risywah adalah sesuatuiyang diberikan untuk membenarkan yangisalah atau tidak 

benar atau untuk menyalahkan yang benar.3 Suap, uang pelicin, uang politik, dan 

lain-lain dapat dianggap sebagai risywah jika tujuannya adalah untuk melancarkan 

sesuatuiyang batil atauimembatilkan perbuataniyang hak.4 Berdasarkan al-Quran 

dan banyaknya hadits yang melarang suap, suap ialah haram hukumnya. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [02]:188 sebagai berikut: 

نْ اَ  امِ لِتأَكُْلوُْا فَرِيْقًا مِِّ ا امَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتدُْلوُْا بهَِآْ اِلَى الْحُكَّ مْوَالِ النَّا ِِ وَلََ تأَكُْلوُْْٓ

ثمِْ وَانَْتمُْ تعَْلَمُوْنَ   بِالَِْ

“Dan janganlahisebahagian kamu memakaniharta sebahagianiyang lain di 

antara kamuidengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawai(urusan) harta ituikepada hakim, supayaikamu dapatimemakan 

sebahagianidaripada hartaibenda orang lain ituidengan (jalan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui.”5 

Disamping risywah/suap ini, di dalamisyari’at Islam jugaidikenal 

adanyaihadiah. Menurut terjemahan Aliy As'ad dari kitab fathul mu'in, hadiah 

                                                           
 

2 Abu Daud, Sunan Abu Dawud, (Kitab Pajak Kepemimpinan dan Fai, bab penjelasan 

tentang bayaran kepada pekerja  No. 2554, t.th), hlm. 135. 
3 Nurul Irfan, Korupsi dalamlHukum PidanalIslam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 89. 

4 Ibn Al-Katsir,  An-Nihayah filGharib al-Hadits wa al-Atsar, (Maktabahlsyamilah, t.th), 

hlm. 308. 

5 Soenarjo dkk.,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: DepartemenlAgama RI, 1971), 

hlm.  46. 
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adalah hadiah yang diberikan kepada orang yang diberi untuk memuliakannya.6 

Hadiah juga dapat diartikan sebagai ucapan terima kasih kepada seseorangiyang 

telahiberjasa dengan memberikan sesuatu dengan tujuan memberikan 

penghargaaniatas karyaiseseorang, menunjukkan kecintaan agar dicintai kembali 

atau, setidaknya, berharap mendapatipahala.  

Denganidemikian, hadiah pada hakikatnya ialah segala sesuatuiyang sah 

daniiwajar bahkan dianjurkanioleh syari’at (sunnah). Sebagaimana diriwayatkan 

olehivImam Al-Bukharilllbahwasanya RasulullahlllSAW bersabda: 

  عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تهََادوُاْ تحََابُّوْا

“Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda: Saling 

memberilhadiahlah niscaya kau saling menyayangi.”7 

Menawarkan hadiah satu sama lain adalah amalllterpuji dan saleh yang 

memiliki efek positif, terutama dalam menumbuhkan rasa kebersamaanldan 

ukhwah Islamiyah, yaitu saling membantu dan membantu satu sama lain. Hadiah-

hadiah yang diberikan kepada para ulama lebih berharga karena didasarkanipada 

kecintaan atauisebagai ekspresi rasa ta’zim kepada orangiyang dihormati, 

dibanggakan,ldan diteladani.  

Namun, dalamlrealitas masyarakat modern, Pemberian atau hadiah telah 

dipengaruhi oleh banyak alasan, bahkan menyimpang dari tujuan mulia pemberian 

atau hadiah itu sendiri khususnya, ketika hadiah diberikan kepada mereka yang 

memiliki kekuasaan atau jabatan, mungkin ada maksud tersembunyi di balik 

pemberian itu karena mereka memiliki jabatan yang diberikan kepada mereka. 

Hadiah dilarang dalam agama Islam dan haram. Dalam haditsllyang 

diriwayatkanlloleh Imam Ahmadlldan ImamllBukhari, Rasulullah mengkate-

gorikannya sebagai ghulul ataulpenghianatan.  

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalamllkitabnya, Al-Mabsuth 

menyebutkan bahwa hadiah hukumnyallsunnah jika berkaitan dengan hak yang 

                                                           
 

6 Aliy As’ad,  Fathul mu’in, (Kudus: Menara kudus, 1979), hlm. 328.  

7 Moh.Suri Sudahri, Adabul Mufrad,  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 254. 
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tidak terkait dengan tugas mengurus masyarakat. Orang yang diangkat sebagai 

hakim, gubernur, atau kepala daerahiiharus menolakiihadiah, terutama dari 

orangllyang sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah kepadanya, karena cara 

itu dapat mempengaruhi keputusan yang harus ia buat. Dalam kasusiini, status 

hukumihadiah itu adalahllbentuk suap (risywah) daniharta haram8.  

Pemberian tiket perjalananiioleh rekanan kepadaiiPenyelenggara Negara, 

PegawaiiNegeri, atau Keluarganya untuk keperluan dinas atau pribadi merupakan 

contoh gratifikasi yang dilarang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hadiah akan 

berdampak pada kejujuran, independensi, dan kejujuran pejabat tersebut.9  Dalam 

hal gratifikasi, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa haram bagi pemberi dan 

penerimanya jika mereka memberikanlhadiah kepadalpetugas agar mereka 

melakukanlsesuatu yang tidak diizinkan. Hal ini karena hal ini termasuk suapiyang 

Rasulullahikatakan: "Allah mengutuk penyuap dan penerima suap” (Irfan, 2012).  

Dalam kitabnya al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlahir-Ra’i war-Ra’iyyah, 

Hadiah yang diterima Waliyyul Amri (Penyelengara Negara) juga merupakan 

penyimpangan dan kezaliman menurut Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan 

hadits dari Imam Al-Bukhari.  (Shahih Al-Bukhari, Hadaya al-‘ummal: 70, No. 

6464) bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

بيَْرِ عَنْ أبَِي حُمَيْدٍ  ِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ هْرِيِّ دٍ حَدِّثنََا سُفْيَانُ عَنِ الزُّ ِ حَدِّثنََا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّ  الََّّاعِدِيِّ

ا قدَمََ قَالَ هَذاَ لكَُمْ رَضِيَ الُلُ تعالى عنه قَالَ اسِْتعَْمَلَ النَّبِيُ رَجُلاً مِنَ الْْزَْدِ يقَُالُ لَهُ ابْنُ الْتُبْيَِّةِ عَلَى ا دقَةَِ فَلمََّ لصَّ

هِ فَيَنْظُرَ أيَهُْديَ اِليَْهِ أمَْ لََ وَ  الَّذِيْ نفََِّْيْ بيَِدِهِ لََ يَأخُْذُ أحََد  وَهَذاَ أهُْدِيْ لِيْ قَالَ فهََلاَّ جَلسََ فيِْ بيَْتِ أبَِيْهِ أوَْ بيَْتِ أمُِِّ

ثمَُّ  مَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلهُُ عَلَى رَقبَتَِهِ إِنْ كَانَ بعَِيْرًا لهَُ رُغَاء  أوَْ بقََرَةً لهََا خُوَار  أوَْ شَاةً تيَْعَرُ مِنْهُ شَيْئاً إلََِّ جَاءَ بِهِ يوَْ 

 رَفَعَ بيَِدِهِ حَتَّى رَأيَْنَا عُفْرَةَ إبِْطَيْهِ ألَلَّهُمَّ هَلْ بَلغَْتُ ألَلَّهُمَّ هَلْ بَلغَْتُ ثلََاثاً

Dari AbioiHumaid As Sa’idi Raoberkata: Nabi SAWllmengangkat 

seseorangidari suku Azdy bernamaiIbnu Al-Utbiyyah untuk mengurusi zakat, 

tatkala ialdatang kepada Rasulullah, ia berkata: Ini untukianda dan ini 

dihadiahkaniuntuk saya. Rasulullahobersabda,” Kenapa iaitidakiduduk saja di 

                                                           
 

8 (suht). (http://alatsar. worldpress. com/2009/07/08hukum-suap-menyuap-ar-risywah, 

akses tanggal 15 Agustus  2014 . 
9 Doni Muhardiansyah dkk., Loc. Cit., hlm.  21. 

http://alatsar/
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rumah ayahnyaiatau ibunya,ilantasimelihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. 

Demi Zat yang jiwakuiberada ditangan-Nya tidaklahiseseorang mengambilnya 

darinya sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat 

denganimemikulnyaidiilehernya, kalauiunta atau sapi atau kambing semua akan 

bersuara denganiiisuaranya, kemudian Rasulullahlomengangkat tangannya sampai 

kelihatan ketiaknya lantas bersabda, YaiAllah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, 

sungguhitelah akuisampaikan, sungguhitelah akuisampaikan10. 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

istilah gratifikasi, atau pemberian, dari sudut pandang agama. Hal ini terutama 

berkaitan dengan pemahaman tentang undang-undang yang mengatur hadiah 

kepada Aparatur Sipil Negaraiserta tentang istilah gratifikasi sesuaildengan 

Undang-Undang TindakiPidana Korupsi. 

Berdasarkanilatar belakang di atas, makaipenulis mencobaiuntuk meninjau 

lebih jauhiimelalui penelitian dengan judul “Jenis-jenis HartailGratifikasi 

YangiiDiperoleh Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomorii20 

Tahun 2001 Dan RelevansinyaiiDengan Pendapat Imam Ibnu Taimiyah.”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakangidi atas, permasalahanidalam penelitian ini 

adalahitentang “Jenis-jenis HartaiGratifikasi YangiiDiperoleh Aparatur Sipil 

Negara Menurut Undang-Undang Nomorii20 Tahun 2001 Dan 

RelevansinyaiiDengan Pendapat Imam Ibnu Taimiyah” Untuk rincian rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakahijenis-jenis  harta gratifikasi yangidiperoleh aparatur sipil 

negara menurutiUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Ibnu Taimiyah? 

2. Apa dasar hukum yang digunakanioleh Ibnu Taimiyahitentang jenis-jenis harta 

gratifikasiiyang diperoleh aparatur sipil negara?     

3. Bagaimanakah relevansii Undang Nomor 20iTahun 2001 dengan pemikiran 

                                                           
 

10 Rofi’ Munawwar, Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam Ibnu Taimiyah, (Surabaya: 

Risalah Gusti, 2005), hlm. 60.  
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Ibnu Taimiyah tentang hartaigratifikasi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian 

ini adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis harta gratifikasi yang diperoleh Aparatur Sipil 

Negaraimenurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan IbnuiTaimiyah  

2. Untuk mengetahuiidasar hukum  yang  digunakan olehiIbnu Taimiyah tentang 

jenis-jenis hartaigratifikasi yang diperolehiAparatur Sipil Negara. 

3. Untukimengetahui relevansi pemikiran IbnuiTaimiyah dengan  Undang-

Undang Nomor 20 Tahuni2001 tentang harta gratifikasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang hadir berjudul “Jenis-jenis Harta Gratifikasi yang Diperoleh 

Aparatur Sipil Negara\ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan 

Relevansinya Dengan Pendapat Imam Ibnu Taimiyah” bertujuan untuk menjawab 

rasa ingin tahu tentangijenis-jenis harta yang diperoleh Aparatur Sipil Negara hari 

ini. Kendati padaisetiap penelitian yang dilakukan pasti akanimembawa 

manfaatikepada pihak terkait denganisemua komponen yang mencakupnya. 

Sehinggaildapat membawa manfaat baik secaraoteorits dan praktisiterhadap 

khalayak umum, terutamaibagi peneliti sendiri.  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat 

dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan skripsi ini akan memperkayaoperbendaharaan danikoleksi karya 

ilmiahiyang berkaitanidengan tindak pidana dengan memberikan informasi, 

kontribusi pemikiran, danoipenambahan khasanahiidalam 

bidangiiipengetahuan tentangigratifikasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikanikontribusi dalamososisalisasi tentang tindak pidana 

korupsi gratifikasi kepadaimasyarakat dan mahasiswa, yang diharapkan 

dapatlmeningkatkan kesadaran akanlperannya dalam mencegahodan 
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memberantasi.tindak pidana korupsiidi Indonesia. 

b. Dapat memberikan masukan kepadallembaga-lembagalNegara yang 

terkait dalam pengambilanlhkebijakan terhadap tindak pidanalhkorupsi 

baik eksekutif, legislatif dan yudikatifliagar dapat memperoleh solusi 

untuk menanganilkasus-kasus korupsilyang timbul.  

E. Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum tidak hanya apa yang 

ditulis dalamlkitab Undang-Undang, tetapi juga aturan yang dipraktikkan oleh 

masyarakat dan pendapat para ahli yang ditulisldalam buku ataulkitab. Hukum yang 

ditulis dalam Undang-Undangldisebut sebagai LawlEntocement, sementaralhukum 

yang dipraktikkan oleh masyarakat disebut sebagai Living Law. Ada korelasi antara 

keduanya, dan ketika keduanya dilaksanakan, mereka dapat saling menguatkan. 

Sebagai contoh, undang-undang yang mengatur pemberian hadiah kepada Aparatur 

Sipil Negara yang disebut gratifikasi. 

Undang-UndanglPemberantasan Tindak PidanalKorupsi Nomor 20 tahun 

2001, Pasal 12 B, mengatur gratifikasi ini. Para ulama, seperti Ibnu Taimiyah, juga 

mengaturnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra Li 

Ibn Taimiyyah/ Majmu’ Fatawa dan As-Siyasahlas- Syar’iyah fi Ishlahir-Ra’i war-

Ra’iyyah. 

Secara harfiah, korupsiiiiadalah ketidakjujuran, keburukan, dan 

penyimpangan dari standar. Kamus bahasa Indonesia karya Poerwodarminto 

menyatakan bahwa korupsiiadalah perbuataniyang merugikan sepertiipenggelapan 

uang, penerimaanivuang sogok, daniisebagainya.11 Jika kita berbicara tentang 

korupsi, kita akan menemukan bahwa itu adalah kenyataan karena korupsi 

mencakup aspek moral, sifat, dan keadaan yang tidak baik, jabatan dalam organisasi 

atauiaparaturipemerintah, penyelewenganikekuasaan yang disebabkan oleh 

jabatan,ifaktor ekonomi danipolitik, dan penempatan keluarga dan golongan ke 

                                                           
 

11 Moch Faisal, “Analisis Peran LajulPertumbuhan SektorlPertanian Dan Laju 

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan TerhadaplKesejahteraan MasyarakatlMelalui Laju 

Pertumbuhan PDRB Di Provinsi Banten,” n.d. 
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dalamikedinasan oleh mereka yang memegangijabatan.    

Pengertian tindak pidanaikorupsi dengan tegas diatur dalam pasal 12 ayat 

(1) Undang-UndanglNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

korupsi, sebagai berikut: 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diriisendiri atauiorang lain atau suatuikorporasi yang dapat merugikan 

keuangan Negara atauoperekonomian Negara dengan dipidanaopenjaraoseumur 

hidupiatau pidanallpenjara palingisingkat 4 (empat) tahun atauiipaling lama 20 (dua 

puluh tahun) dan dendalpaling sedikit Rp. 200.000.000,00l (dualratus juta rupiah) 

danllpaling banyaklRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yangiidiubah dan 

diperbaharuilodenganlUndang-Undang Nomorii20 Tahun 2001, Tindak Pidana 

Korupsi digolongkan ke dalaml7 kelompok atau golonganlyang terdiri daril30 jenis 

Tindak PidanallKorupsi, salah satunya adalahllkorupsi yang terkaitllldengan 

gratifikasil (Rianto & Meuko, 2009). 

Sementara yangldimaksud dengan gratifikasilkepada pegawailnegeri telah 

dijelaskan dalamlpenjelasan pasal 12 B sebagailberikut: 

“Yangidimaksud dengan gratifikasiidalam ayat ini adalah pemberian dalam arti 

luasiiyakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman 

tanpa bunga, tiketiperjalanan, fasilitasipenginapan, perjalanan wisata, 

pengobataniicuma-cuma, danifasilitas lainnya. Gratifikasi tersebutibaik yang 

diterima di dalam maupun di luar negeriidan yang dilakukanidengan 

menggunakanisarana elektronikiatau tanpa saranalelektronik.” 

Gratifikasi sebagailTindak pidana korupsi sebagaimanaldimuat dalam Pasal 

12 B Undang-UndanglNomor 20 Tahun 2001 dirumuskanlsebagai berikut:  

“Setiap gratifikasi kepadalpegawai negeri atau penyelenggara Negara 

dianggaplpemberian suap, apabila berhubungan denganljabatannya dan 

yang berlawanan denganlkewajiban atau tugasnya.” 

Dalam Islam, istilah "risywah" atau "rasuwah", yang berarti suap, 

didefinisikan dalamlbeberapa cara. Al-Sya'rawi mengatakan bahwa risywah adalah 

semua upaya yang tidakldilakukan dengan cara yanglhalal (al-Sya’rawi, Tth: 3258). 
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Ibnu Taimiyah dalamlkitabnya  Majmu’ Fatawa/Fatawa al-Kubra li Ibn 

Taimiyyah, membahas tentang risywah  ini dalamlbab Masalah Ahda al-Amira 

Hadiyyatan li Thalabi Haajatin.  Menurutnya, risywahladalah pemberian hadiah 

kepadalpejabat ataulpetugas (Waliyyul-Amri) agar mereka melakukan sesuatulyang 

tidakldiperbolehkan atau mengharamkanlsesuatu yang dihalalkanlatau dilakukan 

untuk membenarkan yanglsalah danllmenyalahkan yang benar. Risywah juga 

disebut sebagai hartalyang diberikan kepada setiap pemiliklkewenangan (shahibus 

shalahiyah) untuklllmewujudkanlosuatu kepentingan (mashlahah) yang harus 

dilaksanakan tanpa diberikan harta oleh pihak yangloberkepentingan. (Ibnu 

Taimiyah, juz 4:173-174). 

Berdasarkan Al-Quran dan banyak hadits yang mengharamkan suap, 

risywah, atauisuap, hukumnya haram, baikisedikit maupunibanyak. Beberapa nash 

dalam Al-Quran dan SabdaiRasulullah bahkan menunjukkan bahwa risywahisuatu 

yang diharamkanidalam syariat, termasuk dosa besar. Selain istilahiisuap ini,idi 

dalam Islam juga dikenaliiistilah “hadiah”. Menurut istilah syar'i, hadiahiialah 

menyerahkan suatu benda kepada seseorang untuk membangun hubungan baik 

dengannya dan mendapatkanipahala dariiAllah tanpa syarat atau permintaan. 

Dalam kitabnya Al-Mabsuth, Syamsuddin al-Sarakhsi mengatakan bahwa 

hadiah hukum adalah sunnah jika terkait dengan hak yang tidak terkait dengan tugas 

mengurus masyarakat. Orang yang diangkat sebagai hakim, gubernur, atau 

kepalaidaerah harusimenolak hadiah, terutama dari orangiyang sebelumnyaitidak 

pernah memberikan hadiahiikepadanya. karena cara itu dapat memengaruhi 

keputusaniyang harus ia ambil. Dalam hal ini, hadiah itu dianggap sebagai suap 

(risywah) atau harta haram (suht). 

Baik dalam undang-undang maupun dari pendapat Ibnu Taimiyah 

disebutkan secara umum bahwa gratifikasi ialah haram hukumnya. Aparatur sipil 

Negara seharusnya menolak pemberian hadiah dalam bentuk apapun, apalagi 

dengan maksud dan tujuan yang negatif. Sebagai langkah untuk mencegah 

terjadinya gratifikasi maka dirasa perlu untuk mengaplikasikan aturan-aturan yang 

berlaku. 

Sadd al-dzari'ah yang berarti melakukan suatu pekerjaaniyang semula 
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mengandungikemashlahatan menujuikerusakan (kemafadatan), adalah salah satu 

pendekatan penetapanihukum yang dikembangkanioleh para ulama.12 Metode sadd 

al-dzari'ah bertujuan untuk mencegah hal-hal yang berdampak negatifiatau 

menetapkanihukum larangan atasisuatu perbuatan yangipada dasarnya bolehiatau 

dilarangiuntuk mencegahiperbuatan lain yang dilarang. Penulisiberpendapat bahwa 

pendekatan ini dapat digunakan untuk menetapkan undang-undang yang 

memberikan hadiah kepada pejabat ini.  

Di antara kaidah fikih yang bisaiidijadikan dasaripenggunaan sadd al-

dzarỉ‘ahiadalah:  

الْمَصَالِحِ درَْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلَى مِنْ جَلْبِ   

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih 

kebaikani (maslahah).”13 

 

F. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan Pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain (Jurnal) Konsep 

Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam dalam junal Al-Risalah (Forum 

Kajian Hukum dan SosialiKemasyarakatan) Vol. 16, No. 1, Juni 2016. Dari uraian 

tentang gratifikasiidapat disimpulkanibahwa, gratifikasi dalam Islam mencakup 

semua jenis pemberian. Dalam agama Islam, gratifikasi dapat berupa sedekah, 

hibah, hadiah, dan risywah. Berikut ini adalah beberapa bentuk gratifikasi yang 

berbeda. Pertama, sedekah berarti menyerahkan harta kepada orang lain tanpa 

menukarnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kedua, hibah diberikan sebagai 

penghormatan atau karena prestasi seseorang, sedangkan hadiah diberikan sebagai 

penghormatan atau karena prestasi seseorang. Ketiga, hibah ialah penyerahan 

                                                           
 

12 Imam Syafe’i, “Reconstructing the Meaning of Maintenance in Contemporary Islamic 

Family Law: A Maqᾱṣid Shari’ah Approach,” RADEN INTAN: Proceedings on Family and 

Humanity 1, no. 1 (2024): 398–416. 
13 Uswatun Khasanah, Abdul Mujib., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Screening 

Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah,” n.d. 
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pemilikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau alat tukar. Dan 

keempat, risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim, penguasa, atau 

orang lain dalam berbagai bentuk. Pemberian dapat berupa harta atau sesuatu yang 

bermanfaat bagi penerima, sesuai dengan keinginan pemberi.  

Gratifikasi dalamibentuk sedekah, hibah,idan hadiah termasukidalam 

kategori gratifikasi positif, yang memang dianjurkan dalam Islam. Mereka yang 

melakukan amalanigratifikasi ini akan menerima ganjaran di syurga dan lebih 

banyak lagi di dunia ini karena mereka menunjukkan rasa syukur atas harta yang 

telah diberikan Allah kepada mereka. 

Adapun risywah dan hadiah kepada penguasa, keduanya termasuk dalam 

gratifikasiinegatif. Ini karena kedua jenis gratifikasi ini disebutkanidalam al-Qur'an 

dan hadis sebagai amalaniyang dilarang syara', yaitu suatuiamalan maksiat 

(jarimah), meskipun nas tidak menjelaskan jenis hukuman untuknya. Menurut 

beberapa ulama, memberikan risywah dalamiiikeadaan untuk menegakkan 

kebenaran dan mencegah kezaliman memiliki keringanan (rukhsah), ketika tidak 

ada pilihan lain. Jarimah ta'zir dapat mencakup gratifikasi sebagai hadiah kepada 

penguasa dan risywah. Pelakuiamalan tersebut dihukumidengan hukuman ta'zir, 

mulai dari yang terberatihingga yang teringan. Hakim menetapkan dasar hukuman 

gratifikasi ini dengan mempertimbangkan keuntungan terbaik.14 

Kedua, Agustina Wati GubaliiiiAnalisis Pengaturan Gratifikasi 

menurut Undang-Undang Di Indonesia Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013. 

Gratifikasiitelah diatur dalamiUndang- Undang TentangiPemberantasan Tindak 

PidanaiKorupsi Nomor 31 Tahun 1999 UndangiUndang Nomor 20 Tahuni2001. 

Undang-undangiiini menggunakan istilah gratifikasi untuk pertama kalinya di 

Indonesia,idan elemen-elemenidalam pasal-pasal KUHP lebih diuraikan. Pasal 12B 

mengatur bagaimana pegawailnegeri atau penyelenggaralnegara menerima 

gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa pemberian, imbalan, atau hadiah yang 

diberikanikepada seseorang yangimendapatiijasa atauiikeuntungan atau kepada 

                                                           
 

14 Abdul Karim, Fazzan, and Zulqarnain, “Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum 

Islam,” Al-Risalah 16, no. 01 (2018): 1–18. 
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seseorang yang telahllberurusan dengan lembaga publik atau pemerintahan. 

Laporan gratifikasiidapat mencakup pemberianlluang, barang, rabat, lkomisi, 

pinjaman tanpaibunga, tiket perjalanan, perawatan medis gratis, dan fasilitas 

lainnya. 

Pandangan masyarakat yang mendukung tradisi pemberian hadiah, 

kurangnyaikomitmen moral pejabat, dan doronganiekonomi, karena pendapatan 

kurangidari upahiyang layak.15 Selain itu, pemerintah telah melakukan banyak dan 

sistematis upaya untuk memerangi gratifikasi. Namun, sejak akhir 1997, Indonesia 

mengalamiikrisis politik, sosial,ikepemimpinan, dan kepercayaan,ijumlah tindak 

pidana korupsi telah meningkat.16  

Oleh karena itu, pemberantasan gratifikasi akan lebih cepat dan efektif jika 

ada undang-undangiyang berlaku diiIndonesia. Namun, diperlukanidukungan 

penuh dariipemerintah, masyarakat, danidunia usaha. Selain itu, pejabat yang 

menjadi panutan masyarakat harus berkomitmen moral untuk menolakiatau 

melaporkan gratifikasiiyang diterimanya. Sanksi (punishment) yang tegas dapat 

membangun komitmen moral dengan teguran, sanksi admisistratif, atau sanksi 

pidana bagi pejabat yang terus menerima gratifikasi. Penyelenggara negara atau 

Aparatur Sipil Negara harus mematuhi praktik gratifikasi yang diatur oleh undang-

undang.17 

Ketiga, penelitian Bahgia yang berjudul “Risywah Dalam Tinjauan 

HukumlIslam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”18 Risywah, Juga 

disebut sebagai sogokan atau suap, adalahisesuatu (harta) yang diberikanikepada 

seseorang denganitujuan untuk mendapatkan sesuatuiyang diinginkan denganicara 

yang tidakisah. Atau, sesuatuiiyang diberikan kepadaiiseseorang yang 

                                                           
 

15 H Sukiyat, Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi (Jakad Media Publishing, 2020). 
16 Riri Safira Syahrirland Elly Suryani, “Pengaruh OpinilAudit Dan Temuan Audit 

Terhadap Tingkat Korupsi (Studi PadalPemerintah Daerah Di IndonesialTahun 2017),” JAF 

(Journal of Accounting and Finance) 4, no. 1 (2020): 20–28. 
17 Agustina Gubali, “Analisis PengaturanlGratifikasi Menurut Undang-UndanglDi 

Indonesia,” Lex Crimen 2, no. 4 (2013). 
18 Bahgia, “Risywah Dalam Tinjauan HukumlIslam Dan Undang-UndanglTindak Pidana 

Suap,” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2018). 
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memegangiikekuasaan untuk memenangkan kebatilan atau menghalangi 

kebenaran. Risywah dianggap haram dalam hukum Islam berdasarkanldalil al 

Qur'an, as Sunnah, dan Ijma' ulama. Menurut Undang-undangiTindak Pidana 

Nomor 11 tahun 1980, suap didefinisikan sebagai memberikan sesuatu 

kepadaiseseorang denganimaksud untuk membujuknya untuk bertindak atau tidak 

bertindak dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan 

atauillikewajibannya yangiiimenyangkut kepentingan iumum. Dalam 

halipemberian hukuman kepada para penyuap menurut hukum positif dan hukum 

Islam, terdapat perbedaan dan kesamaan dalam tujuannya, yaitu: a. Peringatanidan 

pendidikan, b. Peningkatan moralitaslmanusia, c. Pencegahan, d. 

Menegakkaniikeadilan dan ketertiban, dan e. Menjaga perlindungan hak dan 

kewajibanisetiap orang.  

Adapuniperbedaan dari keduaihukum tersebut dalamitujuan yang ingin 

dicapai danieksistensinya adalah sebagaiiberikut:  

Pertama; Hukum Pidana Islam; a. Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah 

sumber/konsep hukumnya, b. Arti hukum itu sendiriimenakutkan, c. Hukuman 

adalah balasanidan siksaan dari Allah SWT, d. Hukuman diberikan kepada orang 

dewasa, sedangkan pelajaran diberikan kepada anak-anak. e. Hukuman adalah 

penghinaan di dunia dan di akhiratiakan disiksa.  

Ini semua karena hukum Islam memiliki hubungan erat dengan tindak pidana 

kejahatan karena agama mengatur perilakuiimanusia padaiiumumnya, terutama 

perbuatan mukallaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, 

perbuatan-perbuataniini dianggap sebagai tindak pidana dan oleh karena itu harus 

dihukum demi kebaikan masyarakat luas baikidi dunia maupun di akhirat.  

Kedua, Hukum Positif; a. Sumberihukumnya berasal dari Pancasila dan 

UUD 45, b. Hukuman yangiberlaku tidak menakutkan, malah membuat pelaku 

lebih berhati-hati untuk melakukan hal yang sama lagi, c. Penjara bukanisebagai 

balasaniidan siksaaniitetapi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan para 

narapidana (NAPI), dan d. Penjara bukanlahitempat penghinaan tetapiisebagai 

tempatiperistirahatanipara narapidana. Jadi, hukumiipositifiiberlakuiiuntuk semua 

ras, agama, dan suku di Indonesia. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal 

berikut ini: 

1. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakanimetode penelitian hukum normatif. Penelitian 

ini bertujuan untuk mempelajari perbandingan antara Jenis-jenis Harta Gratifikasi 

Yang Diperoleh Aparatur Sipil Negara MenurutiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 dan  Relevansinya denganipendapat Ibnu Taimiyah. 

2. Jenis Penelitian  

Penelitianiini termasukidalam kategori penelitian kepustakaan (library 

research), yangiberarti penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan 

informasi menggunakan apa pun yang ada di dalam dan di luar perpustakaan, 

seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah,icatatan-catatan, multimedia, 

dokumen-dokumen, danilain sebagainya.19 

3. Jenis dan Sumber Data  

a. Sumber Primer  

Bahan Hukum Primer, yaitu kitab al-Siyasah al-Syar’iyah, Majmu’ 

Fatawa/ Fatawa al-Kubra Li Ibn Taimiyyah karya Ibnu Taimiyah dan Pasal 

12C ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001. 

b. Sumber Sekunder  

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan 

menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahaniyang dibahas 

dalam kajian ini. Seperti buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan. 

c. Bahan Tambahan (tersier) 

Adapun sumberidata tambahan diperoleh dengan membaca dan 

menelaahi,kamus-kamus, ensiklopedi dan wikipedia yang berkaitan dengan 

penerapan asas monogami serta teori-teori monogami dalam berbagai 

                                                           
 

19 Ahmad Albar Tanjungland SE Muliyani, MetodologilPenelitian: Sederhana, 

Ringkas,lPadat Dan Mudah Dipahami (Scopindo Media Pustaka, 2021). 
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sumber. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian hukum normatif.20 Studi kepustakaan dilakukan dengan pengkajian dan  

penelaahan data primer, sekunder dan tersier. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Metode normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis data hasil 

penelitian untuk menghasilkan kesimpulan hukum. Metode ini melibatkan 

penguraian kembali data secara menyeluruh dan sistematis sesuai dengan kategori 

masalah yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, analisis penulis terhadap subjek 

penelitian juga dilakukan. 

Berikut tahapan analisis data dalam penelitian ini: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi atau fakta yang 

relevan dengan tujuan tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Proses ini dapat 

dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, observasi, wawancara, atau 

menggunakan data sekunder yang sudah ada. 

b. Pengkategorian data 

Berikutnya setelah pengumpulan adalah mengkategorikan data yang didapat. 

Pengkategorian data melibatkan penyusunan data ke dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Tujuan dari pengkategorian ini 

adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami, dikelola, dan dianalisis. 

c. Penampilan data 

Setelah data dikategorikan, langkah berikutnya adalah menampilkan data 

tersebut. Penampilan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tabel, 

grafik, diagram, atau visualisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan 

                                                           
 

20 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 

2463–78. 
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informasi dengan cara yang mudah dipahami dan memudahkan pengguna untuk 

melihat pola atau tren yang mungkin tersembunyi di dalam data. 

d. Penarikan kesimpulan 

Setelah data ditampilkan, langkah terakhir adalah melakukan analisis dan 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi untuk 

menemukan jawaban serta pemahaman untuk membuat keputusan yang didasarkan 

pada informasi yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


